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Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan
PNBP saat dana dekonsentrasi masih dial okasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk
menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini
menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good
governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya
hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan
kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak
negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan
PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang
lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh
seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan
PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP.

...... This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of
non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as
well asto analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses
descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good
governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the
management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and
fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the
government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need
to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between
central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies,
implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and
compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue.
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